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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR :  17/  B /  2009 /  PT.TUN SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  

yang  memer iksa  dan  memutus  sengketa  ta ta  usaha  negara  

dalam  perad i l an  t i ngka t  band ing  menja tuhkan  putusan  

sebaga imana  te rsebu t  d i  bawah in i  da lam sengketa  anta ra  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KEPALA  DESA  BLUKON,  KECAMATAN  LUMAJANG,  KABUPATEN 

LUMAJANG,  Tempat  kedudukan  di  Desa  Blukon ,  

Kecamatan  Lumajang  ,  Kabupaten  Lumajang;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam   ha l   in i  member i  kuasa  kepada  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1. HENDRO AGUNG P,  SH Kepala  Bagian  

Hukum Setda  Kabupaten  Lumajang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. MUJIBUR  ROHMAN,  SH  Kepala  Sub 

Bagian  Hukum  Setda  Kabupaten  

Lumajang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. AGUS DWIKORANTO,  SH Sta f  Bagian  

Hukum  Setda  Kabupaten  

Lumajang  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kesemuanya  berkedudukan  di  Ja lan  Alun- a lun  

Utara  Nomor  7 Lumajang ,  yang  berdasarkan  Sura t  

Kuasa  Khusus                         Nomor  :  

180/112 /427 .906 .11 /2008  tangga l  22  Februar i  

2008; -

Selan ju t nya  d isebu t  

sebaga i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERGUGAT /  

PEMBANDING ; - - - - - - - - - - - - - - - -

MELAWAN :

A R I  N A N I ,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  Peker j aan  

Mantan  Kepala  Kese jah te raan  Rakyat  Desa  Blukon ,  

Kecamatan  Lumajang ,  Kabupaten    Lumajang  ,  

Tempat        t i ngga l    Dusun      Sadeng,  

Desa  Blukon . . . . . .

2

Desa  Blukon ,  Kecamatan  Lumajang  Kabupaten  

Lumajang  ;  - - - - - - -

Dalam  hal  in i  d iwak i l i  o leh  kuasa  hukumnya  :  

BAMBANG SUKARDJO,  SH dan  M.  HERU LAKSONO,  SH 

Advokat  berkan to r  d i  Ja lan  Mor is  I I I / 5  Sukodono  

Lumajang,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  tangga l  

2Jun i  2008 ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Selan ju t nya  disebu t  sebaga i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PENGGUGAT   /  

TERBANDING - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Pengad i l an   Tingg i   Tata   Usaha   Negara   Surabaya  

te rsebu t   ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Penetapan  Ketua  Pengadi l an  Tingg i  Tata  Usaha 

Negara  Surabaya  Nomor:  17/  PEN  /  2009  /  

PT.TUN.SBY.  tangga l             17 Pebruar i  2009  

ten tang  penun jukan  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  

dan  memutus  sengketa  ta ta  usaha  negara  in i  d i  

t i ngka t  

band ing  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Sal i nan  resmi  putusan   Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Surabaya   Nomor  :  56/G  /  2008  /  

PTUN.SBY.Tangga l   22 September   2008 ;  

3. Sura t  -  sura t  la i n  yang  berka i t an  yang  te r l amp i r  

da lam  berkas  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG  DUDUK  SENGKETA  

Memperhat i kan  dan  mener ima  ke jad ian  -  ke jad ian  

yang  diu ra i kan  dalam Putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

Surabaya  Nomor  :  56  /  G /  2008  /  PTUN SBY tangga l   22  

September   2008  yang  d imohonkan  band ing  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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beser ta…

3

beser ta  sura t  -  sura t  la i n  yang  ber ta l i a n ,  anta ra  pihak  

yang  bersengke ta  sebaga imana  diu ra i kan  dia tas  seh ingga  

dipe ro l eh  krono log i s  ke jad ian  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,   bahwa     Penggugat  /  Terband ing  

dalam pet i t um  gugatannya  mohon agar  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  Surabaya  member ikan  putusan  sebaga i  ber i ku t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l  Sura t  Keputusan  Terguga t  

(Kepa la  Desa  Blukon  Kecamatan  Lumajang  

Kabupaten  Lumajang)  Nomor:  188.45  /  04  /  

427.906 .11  /  2008  tangga l  04  Maret  2008  

ten tang  Pemberhent i an     Perangkat  /  

Kepala  Urusan  Kese jah te raan  Rakyat  Desa 

Blukon  Kecamatan  Lumajang  atas  nama 

Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Memer in tahkan  kepada  Terguga t  untuk  

mencabut  Sura t  Keputusan  Tergugat  (Kepa la  

Desa  Blukon  Kecamatan  Lumajang  Kabupaten  

Lumajang)  Nomor  :  188.45  /  04 /  427.906 .11  

/  2008  tangga l  04  Maret  2008  ten tang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Pemberhent i an  Perangka t  /  Kepala  Urusan  

Kese jah te raan  Rakyat  Desa  Blukon  Kecamatan  

Lumajang  atas  nama  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Memer in tahkan  kepada  Terguga t  untuk  

merehab i l i t a s i  hak  Penggugat  da lam 

kemampuan  ,  kedudukan  ,  harka t   dan  

martaba tnya  sebaga i  Kepala  Urusan  

Kese jah te raan  Rakyat  Desa  Blukon ,  

Kecamatan  Lumajang ,  Kabupaten  

Lumajang  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  

perkara  yang  t imbu l  da lam  perkara  in i  

sebesar  Rp.  154.000 , -  (Sera tus  l ima  puluh  

empat  r i bu  rup iah )  ; -  

Menimbang,  bahwa  adapun  yang  di j ad i kan  alasan  

atas  tun tu tan  te rsebu t ,  sesua i  dengan  pos i t a  gugatan  

Penggugat  /  Terband ing  ,  in t i n ya  (dar i  s is i  Hukum Tata  

Usaha  Negara)  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa…..

4

• Bahwa  yang  menjad i  obyek  sengke ta  ada lah  

Keputusan  Kepala  Desa  Blukon  Kecamatan  

Lumajang,  Kabupaten  Lumajang  Nomor:  

188.45  /  04  427.906 .11  /  2008  tangga l  04  

Maret  2008  Tentang  Pemberhent i an  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perangka t  /  Kepala  Urusan  Kese jah te raan  

Rakyat  Desa  Blukon  Kecamatan  Lumajang  

Kabupaten  Lumajang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  tanpa  didahu lu i  prosedur  permin taan  

dar i  Penggugat  maupun  Sura t  Per inga tan  

te rhadap  Penggugat ,  pada  tangga l  04  Maret  

2008  Terguga t  menerb i t kan  Obyek  Sengketa ,  

ya i t u  Keputusan  Kepala  Desa  Blukon  

Kecamatan  Lumajang  Kabupaten  Lumajang  

Nomor:  188.45  /  04  /  427.906 .11  /  2008  

tangga l  04  Maret  2008    Tentang  

Pemberhent i an  Perangka t  /  Kepala  Urusan  

Kesejah te raan  Rakyat  Desa  Blukon  Kecamatan  

Lumajang  Kabupaten  Lumajang ,  sedangkan  

Penggugat  mener ima  Obyek  Sengketa  in i  pada  

tangga l  10  Maret  2008  ,  dan  gugatan  in i  

d ida f t a r kan  pada  tangga l  06  Jun i  2008  di  

Kepani te raan  di  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Surabaya ,  seh ingga  dengan  demik ian  

gugatan  in i  masih  da lam  tenggang  waktu  90 

har i  sebaga imana  dimaksud  dalam    pasa l  55  

Undang  –  Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Juncto  

Undang  –  Undang  Nomor   9  Tahun  2004  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  ; - - - -

•  Bahwa  ,  a lasan  per t imbangan  Terguga t  

memberhent i kan  Penggugat  sebaga imana  

te rmuat  da lam  Kons ideran  MEMPERHATIKAN 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Keputusan  Kepala  Desa  Blukon ,  Kecamatan  

Lumajang,  Kabupaten  Lumajang  Nomor  :  188.45  

/  04  /  427.906 .11  /  2008  tangga l  04  Maret  

2008  Tentang  Pemberhent i an  Perangka t  /  

Kepala  Urusan  Kese jah te raan  Rakyat  Desa 

Blukon  kecamatan  Lumajang ,  Kabupaten  

Lumajang  yang  berbuny i  ; - - - - - - “Sura t  

Pernya taan  Pengunduran  di r i  dar i  Kepala  

Urusan  Kese jah te raan  Rakyat   Desa   Blukon  

Ter tangga l   19   November   2007  dan   Ber i t a  

Acara  

Rapat…

5

Rapat    Perse tu j uan    Badan   Permusyawara tan   Desa   (  

B P D )    Blukon  

tangga l  27  Februar i  2008”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -  

• Bahwa  dengan  memperhat i kan  kons ide ran  

Memperhat i kan  te rsebu t  d ia tas ,  maka 

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

di te rb i t k an  o leh  Tergugat  ada lah  

ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  Daerah  

Kabupaten  Lumajang  :  Nomor  29  Tahun  2006  

ten tang  Perangkat  Desa  karena  yang  disebu t  

o leh  Tergugat  da lam  Kons ideran  

Memperhat i kan  sebaga i  Sura t  Pernya taan  

pengunduran  di r i  Penggugat  adalah  t i dak  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

benar ,  karena  Sura t  te rsebu t  ada lah  

Pernya taan  untuk  bers i kap  net ra l  dan  t i dak  

mendukung    sa lah  satu  ca lon  da lam Pi l kades  

Desa  Blukon  Kecamatan  Lumajang,  yang  

dian ta ranya  memuat  kesed iaan  Penggugat  

untuk  mengundurkan  di r i  j i k a  te rbuk t i  t i dak  

net ra l ,  sedangkan  hingga  saat  in i  t i dak  ada  

hukum sama seka l i  bahwa Penggugat  bers i kap  

t i dak  net ra l  da lam Pi l kades  te rsebu t ,  yang  

te r l i h a t  dar i  fak ta  hukum bahwa  dalam  hal  

in i  Penggugat  t i dak  pernah  di l apo rkan .  

Diper i k sa  maupun  d is i d i k  oleh  apara t  

penegak  hukum  (hd i :  Kepol i s i an  atau  

Kejaksaan  )  apa lag i  d is i dang  d imuka  

Pengad i l an  ;  - - - - - - - - - - -

• Bahwa Tergugat  da lam  menerb i t kan  Keputusan  

a  quo  te lah  mengabaikan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  dan 

melanggar  asas  –  asas  umum pemer in tahan  

yang  baik  sebaga imana  te lah  diu ra i kan  d i  

atas ,  seh ingga  merug ikan  Penggugat ,  dengan  

demik ian  Tergugat  harus  ber tanggung  jawab  

te rhadap  hukum  yang  ber laku ,  sebaga imana  

te l ah  di t en tukan  oleh  Pasa l  53  ayat   (1 )  

dan  (2 )  Jo.  Pasal  97  ayat   (9 )  Undang  – 

Undang Nomor  5 Tahun 1986 ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  ya i t u  menyatakan  bata l  

atau  t i dak  sah  Obyek  Sengketa  yang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dike lua rkann  oleh  Terguga t  dan  mewaj ibkan  

kepada  Tergugat  untuk  mencabut  

Keputusan   Tata   Usaha    Negara    Nomor:  

188.45   /04  /  427.906 .11 /  2008 

tangga l…

6

tangga l   04 Maret  2008  ten tang  Pemberhent i an  Perangka t  

/  Kepala  Urusan  Kesejah te raan  Rakyat  Desa  Blukon  

Kecamatan  Lumajang  ;  - - - - - - - - -

• Bahwa  atas  dasar  fak ta  hukum  te rsebu t  

d ia tas ,  te rdapa t  pu la  agar  Terguga t  

d ipe r i n t ahkan  untuk  merehab i l i t a s i  /  

mengembal i kan  hak  –  hak  Penggugat  seper t i  

kedudukan  semula  sebaga i  Perangkat  Desa  /  

Kepala  Urusan  Kese jah te raan  Rakyat  Desa 

Blukon  Kecamatan  Lumajang  ; - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  

Tergugat  /  Pembanding  mengajukan  jawaban  yang  in t i n ya  

ada lah  sebaga i  ber i ku t  ;  - - - - - -

DALAM  EKSEPSI  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  Keputusan  Tergugat  (  Kepala  Desa 

Blukon  Kecamatan  Lumajang  Kabupaten  

Lumajang  )  sebaga i  Keputusan  Nomor  :  188.45  

/  04  /  906.11  /  2008  ten tang  Pemberhent i an  

Perangkat  /  Kepala  Urusan  Kese jah te raan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Rakyat  Desa Blukon  Kecamatan  Lumajang  te l ah  

disampaikan  kepada  yang  bersangku tan  

Saudar i   ARINANI   per - kur i r  yang  di te r ima  

pada  tangga l  4  Maret  2008  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  keputusan  Tergugat  te rsebu t ,  

Penggugat  mendaf ta r kan  Tergugat  pada  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  pada  tanga l  6 

Jun i  2008 reg i s t e r  perkara  Nomor  :  56 /  G /  

2008  /  PTUN  SBY  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  oleh  karenanya  keputusan  Tergugat  

sebaga imana  te rsebu t  da lam angka  satu  satu  

sampai  dengan  Keputusan  diguga t  d i  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  

jangka  waktunya  sudah  92  har i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa oleh  karenanya  te lah  melampaui  batas  

waktu  90 har i  sesua i  dengan  pasa l  55 Undang  

–  Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  

diubah  dengan  Undang – Undang Nomor  9 Tahun  

2004  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - -

Berdasarkan…

7

• Berdasarkan   per t imbangan   sebaga imana  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

te rsebu t   d ia tas  mohon k i ranya

kepada  yang  te rho rmat  Maje l i s  Hakim  Tata  Usaha  Negara  

menyatakan  gugatan  t i dak  dapat  d i te r ima  karena  te l ah  

lewat  waktu  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

• Bahwa   Keputusan  Tergugat  da lam  memberhent i kan  

Penggugat  te l ah  mela lu i  proses  pembahasan  bersama 

Badan  Permusyawara tan  Desa,  Desa  Blukon  Kecamatan  

Lumajang  Kabupaten  Lumajang  yang  merupakan  

represen tas i  dar i  perwak i l an  masyaraka t  Desa  Blukon  

Kecamatan  Lumajang  Kabupaten  Lumajang,  o leh  karenannya  

rapa t  Par ipu rna  Anggota  Badan  Permusyawara tan  Desa,  

Desa  Blukon  Kecamatan  Lumajang ,  Kabupaten  Lumajang  

yang  member ikan  perse tu j uan  pemberhent i an  Perangka t  

Desa atau  Kepala  Urusan  Desa Blukon  Kecamatan  Lumajang  

Kabupaten  Lumajang  dapat l ah  dinya takan  sebaga i  wahana  

pembukt i an  atas  perbua tan  Penggugat  yang  t i dak  net ra l  

da lam  menja lankan  tugas  dan  kewaj i bannya  dalam 

membantu  Kepala  Desa dalam member ikan  pelayanan  kepada  

masyaraka t ,  o leh  karenanya  Keputusan  Badan 

Permusyawara tan  Desa  dapat l ah  din i l a i  merupakan  

perwujudan  dar i  kehendak  masyaraka t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  atas  dasar  pernya taan  yang  dibua t  dan  

di tanda tangan i  send i r i  o leh  Penggugat  sebaga imana  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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bukt i  I I  merupakan  bentuk  permohonan  yang  dibua t  

send i r i  o leh  Penggugat  sebaga imana  dia tu r  da lam pasa l  

12  ayat  1  huru f  b  Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  Lumajang  

Nomor  29  Tahun  2006  ten tang  Perangka t  Desa,  sedangkan  

sebaga i  dasar  per t imbangannya  te l ah  memenuhi  keten tuan  

sebaga i  d ia tu r  da lam pasa l  12 ayat  2 huru f  e Pera tu ran  

Daerah   Kabupaten  Lumajang   Nomor   29  Tahun  2006  

ten tang  

Perangka t…

8

Perangka t  Desa  (  bukt i  IV)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

• Bahwa  per t imbangan   baik   fo rm i l   maupun   mater i i l  

Keputusan   Tergugat  

Nomor  188.45  /04 /  427.906 .11  /  2008  tangga l  4  Maret  

2008  te lah  memenuhi  keten tuan  pasa l  12  ayat  1  huru f  b 

dan  pasa l  12  ayat  2 huru f  e Pera tu ran  daerah  Kabupaten  

Lumajang  Nomor  29  Tahun  2006  ten tang  Perangka t  Desa,  

o leh  karenanya  Keputusan  te rsebu t  adalah  sah  dan  

mengika t  kepada  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

• Bahwa  Keputusan  Tergugat  sebaga imana  Keputusan  

te rguga t  Nomor  188.45  /04 /427 .906 .11  /  2008  tangga l  

4 Maret  2008 t i dak  benar  te l ah  melanggar  asas  – asas  

umum penye lenggaraan  Pemer in tahan  yang  baik ,  yang  

mana  Keputusan  Tergugat   d imaksud  te l ah  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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memperhat i kan  asas  praduga  t i dak  bersa lah ,  asas  

kepas t i an  hukum,  asas  kete rbukaan  dan  Kepatu tan  ,  

dan  asas  la rangan  berbua t  sewenang- wenang  o leh  

karena  Keputusan  Tergugat  te rsebu t  d idasarkan  atas  

permin taan  yang  dibua t  dan  di tanda tangan i  send i r i  

o leh  Penggugat  yang  dengan  in i s i a t i f  Terguga t   te lah  

dimin takan  perse tu j uan  kepada  Badan  Permusyawara tan  

Desa  Blukon  Kecamatan  Lumajang  Kabupaten  Lumajang  

yang  merupakan  lembaga  perwujudan  demokras i  da lam 

penye lenggaraan  Pemer in tahan  Desa  dan  seka l i gus  

sebaga i  unsur  penye lenggara  Pemer in tahan  Desa,  o leh  

karenanya  Rapat  Par ipu rna  Anggota  BPD Desa  Blukon  

Kecamatan  Lumajang  Kabupaten  Lumajang  yang  mengambi l  

Keputusan  yang  te r t uang  dalam  ber i t a  acara  Nomor  :

141  /01  /  427  /  906.11  /2008  tangga l  27  Pebruar i  

2008  merupakan  upaya  –  upaya  yang  d i l akukan  oleh  

Tergugat  da lam  menegakkan  asas  –  asas  Pemer in tahan  

yang  baik  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa   dengan   upaya  –  upaya    yang   d i l akukan  

Tergugat     sebaga imana

te rsebu t…

9

te rsebu t  d ia tas  dalam menegakkan  asas- asas  pemer in tahan  

yang  baik  maka Keputusan  Tergugat  Nomor  :  188.45  /  04 /  

427.906 .11  /  2008  tangga l  4  Maret  2008  ada lah  sah  dan  

mengika t  Penggugat  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  berdasarkan  hal  -  ha l  yang  te lah  diu ra i kan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat  mohon  agar  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Surabaya  member ikan  Putusan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. EKSEPSI     

1. Mener ima  Ekseps i  Tergugat  untuk  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  menolak  atau  set i dak - t i daknya  t i dak  

dapat  d i te r ima  Gugatan  Para  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. POKOK SENGKETA   

1. Mener ima  dan  mengabulkan  untuk  se lu ruh  dal i l  – 

da l i l  yang  dikemukakan  Tergugat  se lama  dalam 

Pers idangan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menolak  dal i l  –  da l i l  yang  dikemukakan  oleh  

Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menyatakan  Sah  dan  ber lakunya  Keputusan  Tergugat  

tangga l  4  Maret  2008  Nomor  :  188.45  /  04  /  

427.906 .11  /  2008  ten tang  Pemberhent i an  Perangka t  

/  Kepala  Urusan  Kesejah te raan  Rakyat  Desa  Blukon  

Kecamatan  Lumajang  Kabupaten  Lumajang  ;  

- - - - - - - - - -

4. Membebankan  se lu ruh  biaya  perkara  yang  t imbu l  

da lam  perkara  in i  kepada  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
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- - - - - - - - - - - - -

Menimbang.  bahwa  te rhadap  sengketa  te rsebu t ,  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  da lam  amar  

putusannya  Nomor  :  56  /  G            /  2008  /  PTUN SBY 

tangga l   22 September  2008 ,   berbuny i  sebaga i  ber i ku t  ;  

DALAM  EKSEPSI  …
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DALAM EKSEPSI  

Menyatakan  menolak  Ekseps i  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA 

1. Mengabulkan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l  Sura t  Keputusan  Tergugat  (Kepa la  

Desa Blukon  

 Kecamatan  Lumajang  Kabupaten  Lumajang  )  Nomor  :  

188.45  /  04  /  427.906 .11  /  2008  tangga l  04  Maret  

2008  ten tang  Pemberhent i an  Perangka t  /  Kepala  

Urusan  Kese jah te raan  Rakyat  Desa Blukon  Kecamatan  

Lumajang  Kabupaten  Lumajang  atas  nama Penggugat  

3. Memer in tahkan  kepada  Terguga t  untuk  mencabut  

Sura t  Keputusan  Terguga t  (  Kepala  Desa  Blukon  

Kecamatan  Lumajang  Kabupaten  Lumajang  )  Nomor  :  

188.45  /  04  /  427.906 .11  /  2008  tangga l  04  Maret  

2008  ten tang  Pemberhent i an  Perangka t  /  Kepala  

Urusan  Kese jah te raan  Rakyat  Desa Blukon  Kecamatan  

Lumajang  atas  nama  Penggugat  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

4. Memer in tahkan  kepada  Terguga t  untuk  

merehab i l i t a s i  hak  Penggugat  da lam  kemampuan,  

kedudukan ,  harka t  dan  martaba tnya  sebaga i  Kepala  

Urusan  Kese jah te raan  Rakyat  Desa Blukon  Kecamatan  

Lumajang  Kabupaten  Lumajang  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  

yang  t imbu l  da lam  perkara  in i  sebesar  

Rp.154.000 , -  (Sera tus  l imapu luh  empat  r i bu  

rup iah )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  dasar  

per t imbangan  Hakim  t i ngka t  per tama  dalam  putusannya  

te rsebu t  pada pokoknya  ada lah  ;  - - - - - - - - - - - -

• Bahwa    yang     menjad i     obyek     sengketa  

dalam   perkara   in i       yang  

dimohonkan…
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dimohonkan  pembata lannya  atau  agar  dinya takan  t i dak  sah  

oleh  Penggugat  kepada  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Surabaya  ada lah  Sura t  Keputusan  Kepala  Desa  Blukon ,  

Kecamatan  Lumajang ,  Kabupaten  Lumajang   Nomor  ;  

188.45  /  04  /  427.906 .11  /  2008  ten tang  Pemberhent i an  

Perangka t  /  Kepala  Urusan  Kese jah te raan  Rakyat  (KESRA)  

Desa  Blukon  tangga l  4  Maret  2008  atas  nama Ar inan i  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
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- - - - - - - - - - - - -

• Bahwa te rhadap  gugatan  Penggugat  te r sebu t ,  Tergugat  

te l ah  menyampaikan  jawaban  te r t u l i s n ya  te r t angga l  28 

Ju l i  2008,  yang  pada  pokoknya  menyangka l  dal i l  –  

da l i l  gugatan  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  s is t emat i ka  per t imbangan  hukum in i  mencakup  

per t imbangan  te rhadap  ekseps i  dan  pokok  perkara ,  

dengan  keten tuan  bi l amana  Ekseps i  d i te r ima  maka 

te rhadap  permasa lahan  pokok  perkara  t i dak l ah  per lu  

dipe r t imbangkan  lag i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI

• Bahwa  te rhadap  Ekseps i  yang  in t i n ya  

mengemukakan  bahwa   “Gugatan  Penggugat  

te l ah  melampaui  tenggang  waktu  90 

(Sembi l an  puluh )  har i ”  d ipe r t imbangkan  

sebaga i  ber i ku t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  sebaga imana  keten tuan  Pasa l  55 

Undang  –  Undang  Nomor  9  Tahun  2004  

ten tang  Perubahan  Atas  Undang  –  Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  merumuskan  bahwa 

“Gugatan  dapat  d ia jukan  dalam  tenggang  

waktu  90 (Sembi lan  pu luh )  har i  te rh i t u ng  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
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saat  d i te r imanya  atau  diumumkannya  

Keputusan  Badan  /  Pejaba t  Tata  Usaha 

Negara”  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

• Bahwa  berdasarkan  pemer iksaan  

dipe rs i dangan  dipe ro l eh     fak ta  hukum 

dar i     bukt i   P- 1     berupa     sura t  

Tergugat         te r t angga l     

8 Maret  2008…
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8 Maret  2008  Nomor  :  188.45  /  49 /  427.906 .11  /2008  

per iha l  Pemberhent i an  Perangka t  /  Kepala  Urusan  Desa 

Blukon  yang  di tu j u kan  kepada  Camat  Lumajang  dan  

tembusannya  kepada  ARINANI  ( i n  casu  Penggugat ) ,  

menyebutkan .  Bersama  in i  kami  k i r imkan  sura t  

Keputusan  Kepala  Desa  Blukon  Kecamatan  Lumajang  

tangga l  4  Maret  2008  Nomor  188.45  /  04  /  

427.906 .11 /2008     Per iha l     Pemberhent i an  

Perangka t   /   Kepala  urusan  Desa Blukon .  Dar i  bukt i  

P- 1  te rsebu t  d ikons ta t i r  dengan  kete rangan  saks i  

bernama NURHADI menerangkan  bahwa Penggugat  mener ima  

Sura t  Keputusaan  a quo  tangga l  10  Maret  2008  ket i ka  

Penggugat  masuk  Kanto r  (V ide  Ber i t a  Acara  Sidang  

tangga l  9  September  2008  )   seh ingga  gugatan  

Penggugat  yang  d ida f t a r kan  d i  Kepani te raan  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Surabaya  pada tangga l  6 

Jun i  2008  belum  melampaui  tenggang  waktu  90 

(Sembi lan  puluh)  har i  sebaga imana  dimaksud  Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
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Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  oleh  karenanya  te rhadap  Ekseps i  

Tergugat  ten tang  Gugatan  Pengugat  te lah  

melampaui  tenggang  waktu  90    (Sembi lan  

puluh)  har i  te rsebu t  harus lah  dinya takan  

di to l ak  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

DALAM  POKOK  PERKARA 

• Bahwa  dar i  per t imbangan  hukum  te rhadap  

Ekseps i  seper t i  d iper t imbangkan  d i  atas ,  

d ianggap  pula  menjad i  bag ian  yang  t i dak  

te rp i sahkan  dengan  per t imbangan  hukum dalam 

pokok  perkara  in i  ;  - - -

• Bahwa   untuk   memper tahankan   da l i l  

gugatannya    Penggugat   te l ah  

mengajukan  …

13

mengajukan  ala t  bukt i  sura t  yang  dibe r i  tanda  tangan  

dengan  P- 6,  sedangkan  Tergugat  te lah  pu la  

menyampaikan  a la t  bukt i  sura t  yang  dibe r i  tanda  T- 1 

sampai  dengan  T- 9 disamping  i t u  pu la  ba ik  Penggugat  

maupun  Tergugat  te lah  mengajukan  ala t  bukt i  berupa  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
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saks i  –  saks i  yang  te lah  didengar  kete rangannya  

dibawah  sumpah,  Penggugat  mengajukan  2  (dua)  orang  

saks i  bernama  EKO SUNARDI  dan  NURHADI,  Tergugat  

mengajukan  3 ( t i ga )  orang  saks i  bernama DENI ROHMAN, 

NAWARI  dan  AHMAD  ROPII  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  berdasarkan  Gugatan  dan  Repl i k  

Penggugat ,  Jawaban  dan  Dupl i k  Tergugat ,  

a la t  bukt i  sura t  dan  saks i  ser ta  

kes impu lan  ,menuru r t  Pengad i l an  masih  

te rdapa t  perse l i s i h an   hukum (  conf l i c t  of  

law)  ;  - - - - - - -

• Bahwa  Sura t  Keputusan  a  quo  dike lua r kan  

tanpa  didahu lu i  prosedur  permin taan  dar i  

Penggugat  maupun sura t  per inga tan  te rhadap  

Penggugat ,  sedangkan  Penggugat  merasa  

t i dak  pernah  melanggar  kewaj i ban  dan te l ah  

melaksanakan  tugas  dengan  ba ik  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  alasan  Tergugat  memberhent i kan  

Penggugat  sebaga imana  te rsebu t  dalam 

Keputusan  Tata  Usaha Negara  obyek  sengketa  

karena  adanya  sura t  pernya taan  pengunduran  

di r i  dar i  Penggugat  ;  - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  t i ndakan  Terguga t  menerb i t kan  

Keputusan  Tata  Usaha Negara  obyek  sengketa  

ada lah  mengandung  cacad  yur i d i s  karena  

di l akukan  dengan  melanggar  pera tu ran  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
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perundang- undangan  yang  ber laku  dan  Azas-

azas  Umum  Pemer in tahan  yang  Baik  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  Penggugat  bers i kap  t i dak  net ra l  

dengan  menjad i  pendukung  sa lah  satu  ca lon ,  

Tergugat  te l ah  memper inga t kan  secara  l i san  

kepada       Penggugat   se laku   apara t  

penye lenggara  Pemer in tah  di  Desa,  untuk

I t u l ah…. .

14

i t u l ah  atas  in i s i a t i f  Tergugat  bersama  Badan  

Permusyawara tan  Desa,  Desa  Blukon ,  Kecamatan  

Lumajang  untuk  menjaga  net ra l i t a s  apara tu r  semua 

Perangka t  Desa  tanpa  unsur  paksaan  membuat  sura t  

pernya taan  untuk  bers i kap  net ra l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  Penggugat  mengingkar i  sura t  

pernya taan  yang  di tu l i s  dan di tanda tangan i  

o leh  Penggugat ,  o leh  karena  i t u  Tergugat  

sete lah  mendapat  perse tu j uan  Badan 

permusyawara tan  Desa,  Desa  Blukon ,  

Kecamatan  Lumajang,  Kabupaten  Lumajang ,  

maka Terguga t  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  

obyek  sengketa  a  quo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa dar i  perse l i s i h an  hukum (con f l i c t  of  

law)  dia tas  yang  masih  menjad i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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permasa lahan  hukum pal i ng  essens ia l  da lam 

sengketa  a  quo  ada lah  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Apakah  Terguga t  mempunyai  wewenang  untuk  

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  a  quo  atau  

t i dak  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

2. Apakah  t i ndakan  Terguga t  yang  didasarkan  

atas  sura t  pernya taan  Penggugat  tangga l  

19  Nopember  2007  dapat  d ibenarkan  oleh  

hukum  atau  t i dak  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Apakah  Sura t  Keputusan  yang  di t e rb i t k an  

oleh  Kepala  Desa  Blukon ,  Kecamatan  

Lumajang ,  Kabupaten  Lumajang  Nomor  

188.45 /04 /427 .906 .11 /2008  ten tang  

Pemberhent i an  Perangka t   /  Kepala  Urusan  

Kese jah te raan  Rakayat  (KESRA)  Desa 

Blukon ,  Kecamatan  Lumajang  atas  nama 

ARINANI  (Pengugat )  te lah  sesua i  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  

dan  azas- azas  Umum Pemer in tahan  yang  baik  

atau  jus t r u  seba l i k nya  ;  

• Bahwa  untuk  menguj i  ke  3  ( t i ga )  

permasa lahan  hukum 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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di     atas ,    Pengad i l an    menggunakan  

paramete r        sebaga imana     

d i t en tukan  …

15

di t en tukan  dalam  keten tuan  pasa l  53  ayat   (2 )  

Undang- Undang  Nomor  9 Tahun 2004  ten tang  Perubahan  

Atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986,  yang  mana 

dalam penje lasan  Pasal  53  te rsebu t  d isebu tkan  suatu  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dapat  d in i l a i  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber l aku ,  apab i l a  keputusan  i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

1. Ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  bers i f a t  

fo rma l  prosedura l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  bers i f a t  

matera l  substans ia l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Dike lua rkan  /  d i t e rb i t k an  oleh  

Badan  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  

yang  t i dak  mempunyai  wewenang 

untuk  i t u  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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• Bahwa  te rhadap  permasa lahan  hukum 

“Apakah  Terguga t  mempunyai  wewenang 

untuk  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  a quo  

atau  t i dak  ?”  dengan  per t imbangan  

sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

• Bahwa di  dalam keten tuan  Pasal  1  angka  

9,  Pasal  9  ayat  (1 )  dan  (2 )  dan  Pasa l  

28  ayat  (2 )  Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  

Lumajang  Nomor  21  Tahun  2006  ten tang  

Pedoman Penyusunan  Organ isas i  dan  Tata  

Ker ja  Pemer in tahan  Desa  Juncto  Pasa l  1 

angka  19  Pasa l  3  ayat  (1 )  dan  (2)  dan  

Pasal  17   Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  

Lumajang  Nomor  29  Tahun  2006  ten tang  

Perangka t  Desa  Juncto  Pasa l  1  angka  6,  

Pasal  25  dan  Pasal  26  Pera tu ran  Bupat i  

Lumajang  Nomor  9  Tahun  2007  ten tang  

Pedoman Pengangkatan  dan  Pemberhent i an  

Kepala   Urusan   dan   Kepala     Dusun  

di  Kabupaten  Lumajang,  yang  in t i n ya  

menyebutkan  :  Pemer in tahan  Desa  ada lah  

Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  sebaga i  

unsur   penye lenggara   Pemer in tahan  

Desa,   Kepala   Desa   mempunya i  

tugas…

16

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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tugas    menyelenggarakan   urusan     pemer in tahan ,  

pembangunan  dan 

kemasyaraka tan  dan  berwenang  untuk  memimpin  

penye lenggaraan  Pemer in tah  Desa berdasarkan  keb i j akan  

yang  di te t apkan  bersama  Badan  Permusyawara tan  Desa 

(  BPD ) ;  Perangka t  Desa  d iangka t  dan  dibe rhen t i k an  

oleh  Kepala  Desa  dan  di t e t apkan  dengan  Keputusan  

Kepala  

Desa  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  dar i  rumusan  keten tuan  Pasa l  2 

te rsebu t  d ia tas  maka  secara  lega l i t a s  

Tergugat  mempunya i  wewenang  yang  

dibe r i k an  oleh  keten tuan  perundang-

undangan  (wewenang  

at r i bus i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

• Bahwa  te rhadap  permasa lahan  hukum 

“Apakah  t i ndakan  Tergugat  yang  

didasarkan  atas  Sura t  Pernya taan  

Pengunduran  d i r i  dar i  Penggugat  tangga l  

19 September  2007  dapat  d ibenarkan  o leh  

hukum atau          t i dak  “  dengan  

per t imbangan  hukum  sebaga i  

ber i ku t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  berdasarkan  pemer iksaan  

pers i dangan  di  pero leh  fak ta  hukum dar i  

bukt i  T- 9  iden t i k  dengan  P- 1,  da lam 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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kons ide ran  “MEMPERHATIKAN “  menyebutkan  

Sura t  Pernya taan  Pengunduran  Di r i  dar i  

Kepala  Urusan  Kese jah te raan  Rakyat  

(  KESRA )  Desa  Blukon  te r t angga l  19 

Nopember  2007  dan  Ber i t a  Acara  Rapat  

Perse tu j uan  Badan  Permusyawara tan  Desa 

(BPD)  Desa  Blukon  tangga l  27  Pebruar i  

2008  dar i  kons ide rans  “MEMPERHATIKAN’  

Sura t  Keputusan  a quo dapat  d is impu lkan  

bahwa  yang  menjad i  dasar  penerb i t an  

Sura t  Kepu  tusan  a  quo  adalah  Sura t  

Pernya taan  Pengunduran  di r i  Penggugat  ;  

- - - - -

• Bahwa dar i  bukt i  P- 3 iden t i k  dengan  T- 2 

,  Pengadi l an  mempero leh  fak ta  hukum 

bahwa  Sura t  Pernya taan  tangga l  19 

September  2007  yang  di t anda tangan i  o leh  

Penggugat  ada lah  Sura t  Pernya taan  yang  

ber i s i  pernya taan    Penggugat   akan  

bers i kap   net ra l   t i dak   akan  

mendukung  

Salah  satu  …

17

sa lah  satu  ca lon  dalam  Pemi l i han  Kepala  Desa 

(P ILKADES),  apab i l a  mendukung  /  memi l i h  sa lah  satu  

ca lon  yang  saya  dukung  maka,  s iap  berhen t i  atau  

dibe rhen t i k an  dar i  jaba tan  dan  seka l i gus  sebaga i  

sura t  pengunduran  di r i ,  seh ingga  dar i  bukt i  P- 3 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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iden t i k  dengan  T- 2 dapat  d i i n t ep re t as i k an  bahwa yang  

menjad i  in t i  permasa lahan  dar i  Sura t  Pernya taan  

tangga l  19  November  2007  yang  d i t anda tangan i  o leh  

Penggugat  adalah  mengena i  :  “Pernya taan  Sikap  Net ra l “  

dar i  Penggugat   te rhadap   sa lah  satu  ca lon  yang  

didukung  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  sete lah  d ikons ta t i r  dengan  

kete rangan  Saks i  bernama  EKO SUNARDI 

menerangkan  bahwa  Sura t  Pernya taan  

te rsebu t  berbentuk  ket i kan ,  Penggugat  

hanya  mengis i  nama,  tempat  /  tangga l  

lah i r  dan tangga l  dengan  tu l i s an  tangan  

send i r i ,  Saks i  membaca  dan  is i  Sura t  

Pernya taan  te rsebu t  ada lah  pernya taan  

bers i kap  net ra l  da lam  pelaksanaan  

Pemi l i han  Kepala  Desa  (P ILKADES)  

kemudian  Saks i  bernama  DENI  ROHMAN 

menerangkan  yang  melaporkan  bahwa 

Penggugat  t i dak  net ra l  da lam  Pemi l i han  

Kepala  Desa  (PILKADES)  Desa  Blukon  

ada lah  Kepala  Desa  Terp i l i h  Budi  in  

casu  Tergugat .  Penggugat  sudah  

dipangg i l  te rhadap  permasa lahan   adanya  

laporan  Kepala  Desa  bahwa  Penggugat  

t i dak  net ra l  untuk  menyelesa i kan  secara  

keke lua rgaan  ,  Saks i    tau   dar i  

Laporan   Kepala   Desa    Blukon ,  

Penggugat  te l ah  mengambi l  t i ndakan  yang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
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t i dak  net ra l  yang  bentuknya  mengajaknya  

warga  untuk  t i dak  memi lh  Kepala  Desa 

Terp i l i h  ( i n  casu  Terguga t )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

• Bahwa  sesua i  keten tuan  Pasal  15  huru f  c  

Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  Lumajang  Nomor  

23  Tahun  2006  ten tang  Badan 

Permusyawara tan   Desa   (BPD)   menyebutkan  

Badan  Permusyawara tan    Desa     (BPD)  

mempunyai…

18

mempunya i  wewenang untuk  mengusu lkan  pengangka tan  dan  

pemberhent i an  Kepala  Desa ,  kemudian  Pasal  16 huru f  a 

dan  b  Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  Lumajang  Nomor  23 

Tahun  2006   te rsebu t  menyebutkan  bahwa  Badan 

Permusyawara tan  Desa  (BPD)  mempunyai  hak  untuk  

meminta  kete rangan  kepada  Pemer in tah  Desa  dan  

menyatakan  pendapat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

• Bahwa  baik  Ber i t a  Acara  Nomor  

141/01 /427 /906 .11 /2008  tangga l  27 Pebruar i  

2008  yang  dihad i r i  o leh  Kepala  Desa 

Blukon ,  Perangka t  Desa,  Sub blok  Ketua  dan  

Anggota  Badan  Permusyawara tan  Desa  dengan  

pokok  bahasan  Rencana  Pemberhen t i an  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Perangka t  Desa  Blukon  Kecamatan  Lumajang  

Kabupaten  Lumajang  yang  in t i  dar i  

pembahasan  menyebutkan  “Menyetu ju i  

Pemberhent i an  Perangka t  Desa  atau  Kepala  

Urusan  Desa  Blukon  Kecamatan  Lumajang  

Kabupaten  Lumajang  atas  nama Penggugat “ .  

Dikons ta t i r  dengan  kete rangan  AHMAD ROPII  

yang  menerangkan  bahwa Tergugat  melaporkan  

bahwa  Penggugat  te l ah  bers i kap  t i dak  

net ra l  untuk  t i dak  memi l i h  Kepala  Desa 

Terp i l i h  (Terguga t )  dan  apab i l a  

permasa lahan  t i dak  dapat  d ise lesa i kan  

secara  keke lua rgaan ,  maka  Badan 

Permusyawara tan  Desa  menyetu ju i  usu lan  

Kepala  Desa  (Terguga t )  untuk  

memberhent i kan  Penggugat ,  dengan  demik ian  

maka dipe ro leh  fak ta  hukum bahwa keten tuan  

Pasal  15  huru f  c  Pera tu ran  Daerah  

Kabupaten  Lumajang  Nomor  23  Tahun  2006  

ten tang  Badan  Permusyawara tan  Desa 

member ikan  kewenangan  kepada  Badan 

Permusyawara tan  Desa  untuk  megusulkan  

Pemberhent i an ,  namun  kenyataannya  usu lan  

pemberhent i an  berasa l  dar i  Tergugat  bukan  

Badan  Permusyawara tan  Desa  yang  

mengusu lkan  pemberhent i an   te rsebu t ,   yang  

melaporkan   te r j ad i   s ikap     pernya taan  

s ikap…

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
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s ikap  t i dak  net ra l  yang  di l akukan  Penggugat  adalah  

Tergugat  bukan  berdasarkan  atas  kebera tan  dar i  

masyaraka t  Desa  Blukon ,  Badan  Permusyawara tan  Desa 

berdasarkan  laporan  sep ihak  dar i  Terguga t  langsung  

menyetu ju i  pemberhen t i an  te rsebu t .  Apabi l a  

dihubungkan   dengan  keten tuan  Pasal  15  huru f  c  

Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  Lumajang  Nomor  23  Tahun  

2006  ten tang  Badan  Permusyawara tan  Desa,   Badan  

Permusyawara tan  Desa  seharusnya  mendengarkan  pihak  

yang  te rkena  suatu  Keputusan  Pemberhent i an  ( i n  casu  

Penggugat )  namun  seba l i k nya  Badan  Permusyawara tan  

Desa hanya  mendengar  kan  laporan  dar i  Tergugat  bahwa 

Penggugat  te l ah  bers i kap  t i dak  net ra l  mendukung  sa lah  

satu  ca lon  Kepala  Desa  Ber i t a  Acara  Nomor  

141/01 /427 /906 .11 /2008  tangga l  27  Pebruar i  2008  yang  

sebaga i  dasar  da lam kons ide ran  “MEMPERHATIKAN’  da lam 

obyek  sengketa  a quo  mengandung  cacad  yur i d i s  karena  

dike lua r kan  tanpa  mendengarkan  kete rangan  dar i  

Penggugat  dan  semata- mata   hanya    d idasarkan    atas  

laporan   dar i   Tergugat    seh ingga  produk  hukum 

berupa  ber i t a  acara  yang  dibua t  o leh  Badan 

Permusyawara tan  Desa  tanpa  mendengarkan  kete rangan  

dar i  penggugat  ada lah  suatu  perbua tan  /  t i ndakan  yang  

melanggar  azas  praduga  tak  bersa lah  (p resumpt i on  of  

innonce)  dan  azas  aud i  et  a l t e ram  par tem  (  azas  

propors i ona l i t a s  )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  dar i  kons ide ran  “MEMPERHATIKAN’  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
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se la i n  Ber i t a  Acara  Nomor  

141/01 /427 /906 .11 /2008   tangga l  27 

Pebruar i  2008  (v ide  bukt i  P- 5)  juga  adanya  

pernya taan  pengunduran  di r i  dar i  

Penggugat ,  namun  sete lah  Pengad i l an  

mencermat i  dengan  seksama sura t  pernya taan  

yang  dibua t  o leh  Penggugat  ada lah  sura t  

da lam bentuk  pernya taan  agar      bersikap  

netra l     da lam  Pemi l i han   Kepala   Desa 

(P ILKADES)   bukan

sura t…

20

sura t  pernya taan  pengunduran  d i r i  dar i  Penggugat  .  

Sura t  Pernya taan  agar  bers i kap  net ra l  i t upun  

didasarkan  pada  parameter  atau  kr i t e r i a  yang  

baga imana  yang  harus  dinya takan  net ra l  atau  t i dak  

net ra l .  Sehingga  dengan  t i dak  adanya  kr i t e r i a  yang  

dapat  d ika takan  “ t i dak  net ra l “  menimbulkan  

permasa lahan  hukum,  kemudian  dar i  fak ta - fak ta  

dipe rs i dangan  dida lam  keten tuan  pera tu ran  perUndang-

Undangan  t i dak  satupun  yang  mengatu r  secara  

l im i t a t i e f  adanya  kewaj i ban  untuk  membuat  “Sura t  

Pernya taan   harus   bers i kap  net ra l “  t i dak  memihak  

sa lah  satu  ca lon .  Pengadi l an  mengin tep res tas i k an  

bahwa  “Sura t  Pernya taan  s ikap  net ra l  t i dak  memihak  

sa lah  satu  ca lon “  ada lah  suatu  keb i j akan  (kewenangan  

disk res i one r )  untuk  meni la i  kewenangan  

(d i sk res i one r  /  f re i s  ermenssen)  ada unsur - unsur  yang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
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harus  d ipenuh i  o leh  Badan /  Pejaba t  Tata  Usaha Negara  

ya i t u  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Di tu j ukan  untuk  menja lankan  tugas- tugas  serv i s  

pub l i c  ; - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Merupakan  s ikap  t i ndak  yang  akt i f  dar i  

Admin is t r a s iNegara  ;  - - - - - - -

3.  Sikap  t i ndak  i t u  diambi l  atas  in i s i a t i f  

send i r i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Sikap  t i ndakan  i t u  dimaksud   untuk  

menyelesa i kan  persoa lan -   persoa lan  yang  

t imbu l  secara  t i ba - t i ba  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.  Sikap  t i ndakan  i t u  dapat  

d ipe r t anggung jawabkan  baik  secara  mora l  

kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa  /  secara  hukum 

( l i ha t  Sjahran  Basah.  Bunga  Rampai  Hukum 

Tata  Negara  dan  Hukum Admin is t r a s i  Negara)  

;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa dar i  batasan  -  batasan  /  unsur - unsur  

kewenangan  disk r i s i o ne r  te rsebu t  te tap  

harus  berpedoman dan harus  memenuhi  adanya  

unsur  “s i kap  t i ndak  dimaksudkan  untuk  

menyelesa i kan   persoa lan - persoa lan  yang  

t imbu l ”   ,    o leh    karena   i t u   da lam 

hal   adanya   kewaj i ban   bag i  

Penggugat…

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
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Penggugat  untuk  membuat  sura t  pernya taan  agar  

bers i kap  “Net ra l ”  dapat  sa ja  di l akukan  namun sura t  

pernya taan  s ikap  te rsebu t  harus lah  di l andas i  suatu  

ukuran  /  kr i t e r i a  /  batasan  yang  je l as  agar  t i dak  

te r j ad i  t i ndakan  sewenang- wenang   disamping  i t u ,  

sura t  pengunduran  di r i  dar i  Penggugat  yang  menjad i  

landasan  /  dasar  da lam  kons ide ran  “MEMPERHATIKAN”  

dalam obyek  sengke ta  a quo ada lah  t i dak  tepa t  karena  

Sura t  Pernya taan  Penggugat  te r sebu t  ada lah  Sura t  

Pernya taan  Penggugat  agar  bers i kap  ”NETRAL”  t i dak  

memihak  te rhadap  sa lah  satu  ca lon  bukan  sura t  

pernya taan  pengunduran  di r i  sebaga imana  d imaksud  

dalam  kons ide ran  “MEMPERHATIKAN”  dengan  demik ian  

menuru t  Pengad i l an ,  t i ndakan   Tergugat  menerb i t kan  

Sura t          Keputusan   a  quo  berdasarkan  Sura t  

Pernya taan  Pengunduran  Di r i  dar i  Penggugat  tangga l  

19  Nopember  2007  dan  Ber i t a  Acara  Badan  

Permusyawara tan  Desa  (BPD)  Blukon  tangga l  27 

Pebruar i  2007 (v i de  bukt i  T- 2 iden t i k  dengan  P- 3,  T-

3 iden t i k  dengan  P- 5)  ada lah  t i dak  dapat  d ibenarkan  

oleh  

hukum : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

• Bahwa te rhadap  permasa lahan  hukum  “Apakah  

Sura t  Keputusan  yang  di te r b i t k an  oleh  

Kepala  Desa  Blukon  Kecamatan  Lumajang  

Kabupaten  Lumajang  nomor  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
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188.45 /04 /427 .906 .11 /2008  ten tang  

Pemberhent i an  Perangka t  /  Kepala  Urusan  

Kesejah te raan  Rakyat  (KESRA)  Desa  Blukon  

Kecamatan  Lumajang  Kabupaten  Lumajang  atas  

nama  ARINANI  (Penggugat )  te l ah  sesua i  

dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku  dan Azas  -  azas   Umum Pemer in tahan  

yang  Baik  atau  jus t r u  seba l i knya? ” ,  dengan  

per t imbangan  hukum  sebaga i  ber i ku t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  dar i   buk t i  T- 9   (ob jek   sengke ta  

a quo)    da lam       kons ide ran  

Menimbang…

22

“Menimbang”  menyebutkan  untuk  menjaga  keharmonisan  

dalam  Susunan  Organ isas i  Pemer in tah  Desa,  maka 

dipandang  per lu  d i t e t apkan  Sura t  Keputusan  Kepala  

Desa  ten tang  Pemberhent i an  dalam  jaba tan  /  Kepala  

Urusan  berdasarkan  pera tu ran  Bupat i  Nomor  9  Tahun  

2007;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa dalam Pasal  12  ayat  (1 )  huru f  b dan  

ayat  (2 )  huru f  c  Pera tu ran  Daerah  Nomor  29  

Tahun  2006  ten tang  Perangka t  Desa  junc to  

Pasal  20  ayat  (1 )  huru f  c  dan  ayat  (2 )  

huru f  e Pera tu ran  Bupat i  Lumajang  Nomor  09 

Tahun  2007  ten tang  Pedoman  Pengangkatan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
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dan Pemberhent i an  Kepala  Urusan  dan Kepala  

Dusun  di  Kabupaten  Lumajang    (   v ide  

dal i l    jawaban     Tergugat  angka  9  )  ,  

menyebutkan  Kepala  Urusan  berhen t i  karena  

permin taan  send i r i  dan  d ibe rhen t i k an  

karena  t i dak   melaksanakan  kewaj i ban  

Kepala  Urusan  dan  Kepala  Dusun  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  sebaga imana  d isebu tkan  dasar  

kons ide rans  “Memperhat i kan ”  bahwa  dasar  

Tergugat  menerb i t kan  obyek  sengke ta  

didasarkan  adanya  Sura t  permin taan  

Pengunduran  d i r i  dar i  Penggugat  ,  padaha l  

sebaga imana  te lah  dipe r t imbangkan  pada  

permasa lahan  hukum dia tas  Sura t  Pernya taan  

Penggugat  te rsebu t  bukan  Sura t  Pernya taan  

Pengunduran  Di r i  akan  te tap i  Sura t  

Pernya taan  penggugat  akan  bers i kap  net ra l  

t i dak  memihak  kepada  ca lon  Kepala  Desa,  

seh ingga  Sura t  Pernya taan  penggugat  

te r t angga l  19  Nopember  2007  t i dak  dapat  

in tep re t as i k an  sebaga i  Sura t  Pengunduran  

Di r i  karena  Sura t  Pernya taan  yang  

di tanda tangan i  o leh  Penggugat  t i dak  ser ta  

merta  merupakan  Sura t  Pernya taan  

Pengunduran  Di r i ,  o leh  karena  i t u ,  

keten tuan    Pasa l  12  ayat   (1 )  huru f    b  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
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Pera tu ran    Daerah  Nomor    29 

Tahun…

23

Tahun  2006  ten tang  Perangka t  Desa  junc to  Pasal  20  

ayat  (1 )  huru f  c  Pera tu ran  Bupat i  Lumajang  Nomor  9 

Tahun  2007  ten tang  Pedoman  Pengangkatan  dan  

Pemberhent i an  Kepala  Urusan  dan  Kepala  Dusun  di  

Kabupaten  Lumajang  t i dak  dapat  d i t e rapkan  

dibe r l a kukan  kepada  Penggugat  karena  Penggugat  t i dak  

mengajukan  Sura t  Pernya taan  Pengunduran  Di r i ,  yang  

di t anda tangan i  o leh  Penggugat  sebaga imana  te rmuat  

da lam  Ber i t a  Acara  Nomor  :  141/216 /427 /906 .11 /2007  

tangga l  19  Nopember  2007yang  di tanda tangan i  o leh  

Ketua  Pani t i a  Pemi l i han  Kepala  Desa  (P i l k ades )  

(v i de  bukt i  T- 7)  dan Sura t  Pernya taan  dar i  Penggugat  

(v i de  bukt i  P- 3  iden t i k  dengan  T- 2)  ada lah  Sura t  

Pernya taan   untuk   bers i kap  net ra l  t i dak   memihak  

kepada    sa lah  satu  ca lon  dalam  Pemi l i han  Kepala  

Desa ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  dar i  kete rangan  Saks i  bernama  EKO 

SUNARDI  menerangkan  bahwa  Penggugat  

sebe lum  mener ima  Sura t  Keputusan  a  quo 

t i dak  pernah  mendapat  teguran  dar i  

Tergugat ,  Penggugat  juga  dalam menja lankan  

tugasnya  te tap  akt i f  sampai  dengan  Pasca  

Pemi l i han  Kepala  Desa  Blukon ,  Penggugat  

te tap  masuk kanto r  sampai  dengan  te rb i t n ya  

Sura t  Keputusan  a  quo  tap i  t i dak  dapat  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
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masuk  kanto r  karena  kanto r  da lam  keadaan  

te rkunc i  kemudian  Saks i  bernama  NURHADI 

menerangkan  s i t uas i  Kanto r  Desa  Blukon  

sebe lum  Pemi l i han  Kepala  Desa  Kantor  buka  

seper t i  b iasa  sete lah  Pemi l i han  Kepala  

Desa  Kanto r  Desa  dikunc i .  Dar i  kete rangan  

saks i - saks i  te rsebu t  dapat  d ipe ro leh  fak ta  

hukum bahwa  akt i f i t a s  di  Kantor  Tergugat  

(d i  Desa  Blukon)   Penggugat  te tap  

melakukan  akt i f i t a s  sampai  dengan  Pasca  

Pemi l i han  Kepala   Desa,   seh ingga   o leh  

karenanya   keten tuan  Pasal  12 ayat  (2 )    

Huru f  c………

24

 huru f  c  Pera tu ran  Daerah  Nomor  29  Tahun  2006  

ten tang  Perangkat  Desa  junc to  Pasal  20  ayat  (2 )  

huru f  c  Pera tu ran  Bupat i  Lumajang  Nomor  9 Tahun 2007  

ten tang  Pedoman  Pengangkatan ,  dan  Pemberhen t i an  

Kepala  Urusan  dan  Kepala  Dusun  di  Kabupaten  

Lumajang  t i dak  dapat  d iber l akukan  /  d i t e rapkan  

kepada  Penggugat  karena  sepan jang  pers i dangan  in i  

d i l aksanakan  Terguga t  t i dak  dapat  membukt i kan  bahwa 

Penggugat  t i dak  melaksanakan  kewaj i ban  sebaga i  

Perangka t  Desa  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

• Bahwa keten tuan  Pasa l  10  ayat  (1 )  huru f  f  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
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Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  Lumajang  Nomor  

21  Tahun  2006  ten tang  Pedoman  Penyusunan  

Organ isas i  dan  Tata  Ker ja  Pemer in tah  Desa 

menyebutkan  secara  tegas  bahwa Kepala  Desa 

mempunyai  kewaj i ban  untuk  menja l i n  

hubungan  ker ja  dengan  se lu ruh  mit ra  ker ja  

Pemer in tahan  Desa  te rmasuk  sa lah  satu  

mi t ra  ker ja  ada lah  Kepala  Urusan  yang  

ber tanggung  jawab  kepada  Tergugat  

sebaga imana  di ten tukan  dalam Pasal  3  ayat  

(2 )   Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  Lumajang  

Nomor  29 Tahun 2006 ten tang  Perangkat  Desa 

namun  kenyataannya  yang  di tegaskan  dalam 

kons ide rans ,  ”MENIMBANG”  sengketa  a  quo  

bahwa  dalam  rangka  untuk  ke lanca ran  

Pelaksanaan  Operas iona l  Pemer in tahan  Desa 

dan  untuk  menjaga  keharmonisan  dalam 

suasana  Organ isas i  Pemer in tahan  Desa,  

t i dak  dapat  d ibuk t i k an  dalam  pers idangan  

in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  dar i  ura ian  per t imbangan  hukum 

te rsebu t ,  Tergugat  sebe lum  menerb i t k an  

Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  merug ikan  

te rsebu t ,  Terguga t  t i dak  sama  seka l i  

memper t imbangkan  secara  cermat  landasan  

yur i d i s  berupa   Sura t   Pernya taan   dar i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat    tangga l    

19 Nopember  2007…

25

 19  Nopember  2007  yang  apab i l a  dice rmat i  Sura t  

Pernya taan  dar i  Penggugat  te rsebu t  bukan  merupakan  

Sura t  Pernya taan  Pengunduran  Di r i  dar i  Penggugat  

akan  te tap i  Sura t  Pernya taann  bahwa Penggugat  t i dak  

memihak  sa lah  satu  ca lon  Kepala  Desa.  Kemudian  Sura t  

Pernya taan  yang  di r t anda tangan i  o leh  Penggugat  

tangga l  19  Nopember  2007  sebaga imana  te rmuat  da lam 

Ber i t a  Acara  Nomor  141/216 /427 /906 .11 /2007   tangga l  

19  Nopember   2007   t i dak    ada  kr i t e r i a  atau  

parameter  yang  mengatu r  mengenai  sesuatu  hal  

d ika takan  “Net ra l  atau  Tidak  Net ra l ” ,  meskipun  hal  

te rsebu t  suatu  keb i j akan   (Fre i s  emenssen  )  harus  

ada  ind i ka t o r nya   (a tu ran  dasar )  untuk  menentukan  

“Net ra l  atau  Tidak  Net ra l ” .  Disamping  i t u ,  Tergugat  

juga  sebaga i  Badan /  Pejaba t  Tata  Usaha Negara  te lah  

ber t i ndak  sewenang- wenang  dengan  t i dak  menjaga  

keharmonisan  dengan  mit ra  ker ja  dengan  Kepala  Urusan  

( i n  casu  Penggugat  )  padaha l  i t u  menjad i  

kewaj i bannya  se laku  Kepala  desa  ,  te rmasuk  pula  

dengan   Badan  Permusyawara tan  Desa  yang  seharusnya  

Badan  Permusyawara tan  Desa  menampung  asp i ras i  

berasa l  dar i  mayor i t a s  masyaraka t  untuk  

memberhent i kan  Penggugat  namun  sebaga imana  te rmuat  

da lam  kete rangan  Saks i  d i  s idang  jus t r u  Badan 

Permusyawara tan  Desa  mendapat  laporan  adanya  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
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pernya taan  t i dak  net ra l  dar i  Tergugat  sementa ra  

mayor i t a s  masyaraka t  d i  Desa Blukon  t i dak  melaporkan  

kebera tan  apapun  te rhadap  Penggugat  seh ingga  

t i ndakan  Tergugat  da lam menerb i t kan  Sura t  Keputusan  

obyek  sengketa  a  quo  te lah  melanggar   Azas  -  azas  

Umum  Pemer in tahan    Yang   Baik  khususnya  azas  

kecermatan ,  azas  praduga   tak   bersa lah  

(p resumpt i on   of   innonce  )    dan     Azas      Audi  

et    a l t e ram     Par tem 

(Azas  propos iona l )…

26

(  azas  propos iona l  )  dan  Tergugat  te l ah  pula  

ber t i ndak  sewenang- wenang sebaga i  Badan Pejaba t  Tata  

Usaha Negara  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  berdasarkan  per t imbangan  hukum 

sebaga imana  te l ah  dipe r t imbangkan  dia tas ,  

dan  berdasarkan  bukt i - bukt i  ser ta  

kete rangan  saks i - saks i  yang  re levan  untuk  

i t u ,  maka  Pengad i l an  berpendapat  dan 

berkeyak inan  bahwa  penerb i t an  obyek  

sengketa  a  quo  ada lah  t i dak  di l akukan  

sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber laku ,  seh ingga  dal i l - da l i l  

Penggugat  berkenaan  dengan  adanya  dugaan  

bahwa Tergugat  te lah  melakukan  pelanggaran  

te rhadap  Undang- Undang (v i de  Pasa l  53 ayat  

(2 )  huru f  b  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  

2004)  dan Azas- azas  Umum Pemer in tahan  Yang 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
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Baik  sepan jang  pers idangan  in i  

d i l aksanakan  te rnya ta  dapat  d ibuk t i k an  

kebenarannya  bahwasanya  pelanggaran-

pelanggaran  i t u  te l ah  te r j ad i .  Menimbang,  

bahwa  berdasarkan  per t imbangan  dia tas ,  

te l ah  te rbuk t i  t i ndakan  Tergugat  dalam 

menerb i t kan  Sura t  Keputusan     a quo obyek  

sengketa   ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  

Daerah   Kabupaten  Lumajang  Nomor  21  Tahun  

2006  ten tang  Pedoman Penyusunan  Organ isas i  

dan  Tata  Ker ja  Pemer in tahan  Desa,  

Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  Lumajang  Nomor  

23  Tahun  2006  ten tang  Badan 

Permusyawara tan  Desa,  Pera tu ran  Daerah  

Kabupaten  Lumajang  Nomor  29 Tahun 2006  dan  

Pera tu ran  Bupat i  Lumajang  Nomor  9  Tahun  

2007  ten tang  Pedoman  Pengangkatan  dan 

Pemberhent i an  Kepala  Urusan  dan  Kepala  

Dusun  di  Kabupaten  Lumajang ,  te l ah  

di l akukan  sewenang- wenang  karena  

didasarkan  atas  alas  hukum  /  landasan  

yur i d i s  yang  mengandung  cacad  yur i d i s  

(Sura t  Pernya taan   Pengunduran   Di r i   dar i  

Kepala   Urusan      Kesejah te raan  

Rakyat…

27

Rakyat  (KESRA)  Desa  Blukon  te r t angga l  19  Nopember  

2007  dan  Ber i t a  Acara  Rapat  Perse tu j uan  Badan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
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Permusyawara tan  Desa  Blukon  tangga l  27  Pebruar i  

2008)  dan  melangggar  Azas  -  azas  Umum Pemer in tahan  

Yang  Baik  khususnya  Azas  Kecermatan  sebaga imana  

dida l i l k a n  oleh  Penggugat ,  o leh  karenanya  gugatan  

Penggugat  harus  d ikabu l kan  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

• Bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  

dikabu l kan  se lu ruhnya  maka Sura t  Keputusan  

Tergugat  (Kepa la  Desa  Blukon  Kecamatan  

Lumajang  Kabupaten  Lumajang)  Nomor  

188.45 /04 /427 /906 .11 /2008  Tangga l  04  Maret  

2008  ten tang  Pemberhent i an  Perangka t  /  

Kepala  Urusan  Kese jah te raan  Rakyat  Desa 

Blukon  Kecamatan  Lumajang  harus  dinya takan  

bata l  menuru t  hukum;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

• Bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  

dikabu l kan  se lu ruhnya  maka kepada  Tergugat  

d ipe r i n t ahkan  untuk  mencabut  Sura t  

Keputusan  a  quo  dan  merehab i l i t a s i  hak  

Penggugat  da lam kemampuan kedudukan  harka t  

dan  martaba tnya  seper t i  semula  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa Terguga t  berada  di  p ihak  yang  ka lah  

maka  kepadanya  harus  dihukum  untuk  

membayar  biaya  perkara  sebaga imana  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
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te rsebu t  da lam  amar  putusan  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

• Bahwa  te rhadap  ala t  bukt i  te r t u l i s  dan 

ala t  bukt i  saks i - saks i  yang  te l ah  

dipe r t imbangkan  namun t i dak  re levan  t i dak  

per l u  dipe r t imbangkan  lag i  dan  bukt i  

te rsebu t  te tap  di l amp i r kan  dalam  berkas  

perkara  in i ;  - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Putusan  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  Surabaya  Nomor:  57/G/2008 /PTUN.SBY  Tangga l  22 

September  2008       yang   d i   band ing    te rsebu t  

d iucapkan    da lam  s idang   yang   te rbuka   untuk  

Umum…

28

umum,   dengan    d ihad i r i    Tergugat   /   Pembanding   dan  

Penggugat  /  

Terband ing ;  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Kuasa  Tergugat  /  Pembanding  

mengajukan  permohonan  band ing  te r t angga l  22  September  

2008  sebaga imana  te rcan tum  dalam Akta  permohonan  band ing  

tangga l  i t u  juga ,  yang  kemudian  pernya taan  band ing  

te rsebu t  d ibe r i t a hukan  kepada  pihak  lawannya ,  o leh  

Pani te ra  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  dengan  

sura t  te r t angga l  22  September  2008;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  pihak  Tergugat  /  

Pembanding  te lah  melengkap i  permohonan  bandingnya  dengan  

memor i  band ing  yang  di te r ima  di  Kepani te r aan  Pengadi l an  

Tata  Usaha  Negara  Surabaya  tangga l  5  Januar i  2009,  yang  

kemudian  diber i t a hukan  kepada  pihak  Penggugat  /  

Terband ing  tangga l  5  Januar i  2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Tergugat  /  Pembanding  dalam 

memor i  band ingnya  pada  pokoknya  mengemukakan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  menuru t  Terguga t  /  Pembanding ,  

Yudex  Fakst i e  te lah  sa lah  dalam 

menerapkan  hukum  seh ingga  Putusan  

te rsebu t  sangat  merug ikan  dip ihak  

Tergugat  /  Pembanding ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  menuru t  Terguga t  /  Pembanding ,  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  

dalam mengambi l  Keputusan  send i r i  kurang  

je l i  da lam menganal i sa  fak ta  hukum baik  

bukt i  sura t - sura t  maupun  saks i - saks i  

seh ingga  per t imbangan  hukum  menjad i  

mengambang  dan  t i dak  mencerminkan  rasa  

kead i l an  dan  ke l i ha t an  ber f i hak  atau  

bera t  sebe lah  dalam  Putusannya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  menuru t  Terguga t  /  Pembanding ,  

Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa   dan  

mengadi l i    da lam   mengana l i sa    Obyek  

Sengketa  

Yang berka i t an…

29

yang  berka i t an  dengan  bukt i  sura t - sura t  te l ah  

mengenyampingkan  khususnya  Sura t   Pernya taan  dar i  

Penggugat /Te rband ing  yang  di tu l i s  dan  di tanda  

tangan i  send i r i  te r t angga l  19  Nopember  

2007; - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  menuru t  Terguga t /Pemband ing ,  

Maje l i s  Hakim  berpendapat  Sura t  

Pernya taan  te rsebu t  bukan  merupakan  

sura t  pengunduran  di r i ,  hanya  merupakan  

sura t  pernya taan  s ikap  net ra l ,  padaha l  

da lam  is i  Sura t  Pernya taan  je l as  

te r t u l i s  s ikap  pengunduran  di r i  

Penggugat /Te rband ing   seh ingga   t i dak  

sa lah   Tergugat  /   Pembanding  da lam 

menerb i t kan   Keputusan  Pemberhent i an  

Penggugat /Te rband ing   Nomor:  

188.45 /02 /427 - 906- 11/2008  dalam 

kons ide ran  “Memperha t i k an ”  menyebutkan  

sebaga i  “Sura t  pengunduran  di r i  dar i  

Kepala  Urusan  Keuangan  Desa  Blukon  

te r t angga l  19  Nopember  2007  dan  Ber i t a  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Acara  Perse tu j uan  Badan  Permusyawara tan  

Desa  (BPD)  Blukon  tangga l  27  Pebruar i  

2008” ;  - - - - - -

• Bahwa  menuru t  Terguga t  /  Pembanding  ,  

Sura t  Pernya taan  yang  di tu l i s  dan  

di tanda tangan i  Penggugat  /  Terband ing  

merupakan  Pera tu ran  yang  dibua t  

masyaraka t  Desa  Blukon  send i r i  mela lu i  

Rapat  Pani t i a  Pemi l i han  Kepala  Desa 

Blukon  yang  dihad i r i  o leh  Tokoh  

Masyaraka t  ,  Tokoh  Agama  ,  Ketua  RT/  

RW/Kasun,  Sub  Blok ,  Perangka t  Desa,  

Ketua  dan  anggota  Badan  Permusyawara tan  

Desa  (sebaga i  Penggerak ) ,  dan  Kasi  

Pemer in tahan  Kecamatan  Lumajang  yang  

te l ah  membacakan  is i  Sura t  Pernya taan ,  

karena  da lam  atu ran  te r t u l i s  ba ik  

Keputusan  Bupat i ,  Pera tu ran  Daerah  dan 

Pera tu ran  yang  leb ih  t i ngg i   t i dak  

dike temukan  atu ran  yang  menyangkut  

Keberp ihakan  Perangkat  Desa  dalam 

Pelaksanaan  Pemi l i han  Kepala  

Desa ; - - - - - - - - - - - -

• Bahwa      menuru t      Tergugat    /  

Pembanding  ,   o leh   karena       Sura t  

Pernya taan  …

30

Pernya taan   te rsebu t   merupakan   atu ran   send i r i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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(A tu ran  Dasar ) ,  konskwens inya  harus  diho rmat i  dan  

di t aa t i  dan  bi l a  di l anggar  akan  te rkena  sanks i  dar i  

masyaraka t ,  sesua i  dengan  penger t i an  Desa  yang  

te rcan tum dalam Pasa l  1 angka  12 Undang- Undang Nomor  

32  Tahun  2004  ten tang  Pemer in tah  Daerah  sebaga imana  

te lah  diubah  kedua  ka l i nya  dengan  Undang- Undang  

Nomor  12  Tahun  2008  dan  Pasal  1  angka  5  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  72  ten tang  Desa  bahwa Desa  ada lah  

kesatuan  masyaraka t  hukum yang  memi l i k i  batas - batas  

wi layah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  

kepent i ngan  masyaraka t  setempat ,  berdasar  asa l - usu l  

dan adat  i s t i a da t  setempat  yang  d iaku i  dan diho rmat i  

da lam  s is t em  Pemer in tahan  Negara  Kesatuan  Republ i k  

Indones ia  “dan  di t i ndak  lan ju t i  o leh  te tua  yang  

mempunya i  kewenangan  teo r i ”  ( ”Per j an j i a n  Masyaraka t ”  

dar i  Thomas  Hobbes) ,  da lam  hal  in i  yang  mempunyai  

kewenangan  ada lah  Kepala  Desa  untuk  memberhent i kan  

Penggugat  /Terband ing  sebaga i  Kepala  Urusan  Keuangan  

atas  usu lan  berbaga i  unsur  dar i  masyaraka t ,  yang  

perse tu j uannya  di tuangkan  dalam  Ber i t a  Acara  Badan 

Permusyawara tan  Desa  (BPD)  Blukon  Nomor  

141/01 /427 .906 .11 /2008  (buk t i  T3)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa menuru t  Terguga t  /  Pembanding ,  dar i  

fak ta  krono log i s  te rb i t n ya  Sura t  

Keputusan  Pemberhent i an  Penggugat  /  

Terband ing  dar i  Kepala  Urusan  Keuangan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
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Desa  Blukon   Nomor   188.45  /  02  /  

427.906 .11  /  2008  sudah   memenuhi   unsur  

prosedura l  karena  Tergugat  /  Pembanding  

dalam  menerb i t kan  Keputusan  t i dak  

ber j a l an  send i r i  dan  bukan   merupakan  

kemauan   send i r i  tap i  atas  usu lan  dar i  

masyaraka t  yang  mel iba t kan  berbaga i  unsur  

masyaraka t  seper t i  Tokoh Masyaraka t  

Tokoh…

31

Tokoh  Agama,  Ketua  RT/RW/Dusun,  Sub Blok ,  Perangkat  

Desa  dan  unsur   dar i  Badan  Permusyawara tan  

Desa ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa menuru t  Tergugat /Pemband ing  oleh  karena  

Keputusan  Tergugat  /  Pembanding  sudah  memenuhi  

ba ik  aturan  dasar  prosedur  maupun  kewenangan  

seharusnya ,  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  dan 

mengadi l i  dapat  mener ima  dan menganggapnya  sah  

menuru t  hukum  (Pen je l asan  pasa l  53  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  jo  Undang- Undang  

Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha 

Negara  )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa menuru t  Tergugat  /  Pembanding ,  Maje l i s  

Hakim  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  da lam 

menganal i sa  bukt i  saks i - saks i  yang  dihad i r kan  

oleh  Kuasa  Penggugat  /  Terband ing  t i dak  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
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menggunakan  Log ika  Hukum  karena  

mengenyampingkan  atu ran  yang  berka i t an  dengan  

persaks ian  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  menuru t  Tergugat  /  Pembanding ,  saks i  

yang  dihad i r kan  yakn i  Sdr .A r i nan i  ada lah  

sta tusnya  Penggugat  /  Terband ing  dalam perkara  

yang  sama yang  te l ah  dida f t a r  d i reg i s t e r  Nomor  

56/G/2008 /PTUN  SBY  memang  dalam  pasa l  88  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  jo  Undang-

Undang  Nomor  9  Tahun  2004  t i dak  di j umpa i  

la rangan  Penggugat /Te rband ing  dalam  Perkara  

yang  sama untuk  di j ad i kan  saks i ,  tap i  secara  

te rs i r a t  namanya  Penggugat /Te rband ing  da lam 

perkara  yang  sama  di j ad i kan   saks i  ada lah  

t i dak   et i s   karena   mempunyai    kepent i ngan  

yang   sangat  kenta l  seka l i ,  atau  set i dak -

t i daknya  dapat l ah  dika takan  sebaga i  

Penggugat /Te rband ing  In te r vens i  (pen je l asan  

pasa l  83  Undang- Undang  Nomor  5Tahun  1986  jo  

Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara) ;  

Bahwa…

32

• Bahwa   menuru t   Tergugat  /Pemband ing ,  

Maje l i s   Hakim  hanya  mener ima  kesaks ian  yang  

menguntungkan  Penggugat  /Terband ing ,  sedangkan  

yang  menguntungkan  Tergugat  /  Pembanding  dalam 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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saks i  yang  dia j ukan  Penggugat  /Terband ing  

yakn i  Sdr .  Ar inan i  berka i t an  dengan  ekseps i  

bahwa Penggugat  /  Terband ing   sudah  mengetahu i  

Keputusan  Pemberhent i an  di r i n ya  se laku  

Perangka t  /  Kaur  Keuangan  se jak  tangga l  27  

Pebruar i  2008,  pada  Rapat  Badan 

Permusyawara tan  Desa  yang  te l ah  member ikan  

perse tu j uan  Pemberhent i an  Penggugat  /  

Terband ing  dengan  mengetahu i  jumlah  anggota  

Badan  Permusyawara tan  Desa  yang  hadi r ,  t i dak  

menjad i  per t imbangan  

Maje l i s ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa menuru t  Tergugat /Pemband ing  pada  tangga l  

3  September  2008  da lam  s idang  Pembukt i an  

Advokat  yang  mempunyai  i z i n  beracara  t i dak  

had i r  te tap i  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  dan  

mengadi l i  juga  mener ima  Kuasa  Penggugat  /  

Terband ing  yang  la i n  yakn i  Sdr .  M.HERU 

LAKSONO,  SH   yang  merupakan  Pengacara  

Pendamping  dan  t i dak  mempunyai  kar tu  Advokat ,  

ha l  in i  te l ah  melanggar  keten tuan  Pasal  3 

Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2003  ten tang  

Advokat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  Menuru t  Tergugat  /  Pembanding  untuk  

mengis i  kekosongan  Jabatan  Kepala  Urusan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
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Keuangan  Desa  Blukon  dan  untuk  ke lanca ran  

pelaksanaan   tugas  pokok   dan  fungs i  

Pemer in tahan  Desa  berka i t an  dengan  urusan  

keuangan,  Terguga t  /  Pembanding  te lah  

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Nomor  :  

142/22 /427 .906 .12 /2008  ten tang  Pengangkatan  

Tenaga  Bantu  /  Tenaga  Honor  pada  Lingkungan  

Pemer in tahan  Desa  Blukon  te r t angga l  15  

November  2008 ;  - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan…
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Berdasarkan  da l i l  -  da l i l  sebaga imana  disampaikan  dia tas  

maka    Tergugat  /  Pembanding  mohon  Kepada  Pengad i l an  

Tingg i  Tata  Usaha Negara  Surabaya  c.q .  Maje l i s  Hakim yang  

memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  in i  berkenan  untuk  

memutuskan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Mener ima  permohonan  Banding  dar i  Pembanding ,  

semula  Terguga t  ;  - -

2. Membata lkan  Putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Surabaya  tangga l  22  September  2008  

Nomor 56 /  G/2008  /PTUN SBY. ;  - - - - - - - - - - - - -

3. Memer iksa   kembal i   Perkara   Tata   Usaha 

Negara  Nomor                    56 /  G /  2008  

/  PTUN 

SBY.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DENGAN MENGADILI   SENDIRI  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51
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1. Mengabulkan  Permohonan  Banding  dar i  

Pembanding ,  semula  Tergugat  untuk  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menolak  Gugatan  Penggugat  /  Terband ing  untuk  

se lu ruhnya  ;  - - - - - - - - - - - - -

3. Menghukum  Penggugat  /  Terband ing  untuk  

membayar  biaya          perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sebe lum  berkas  perkara  

te rsebu t  d ik i r im  ke  Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha Negara  

Surabaya ,  kepada  p ihak  yang  bersengke ta ,  o leh  Pani te ra  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Surabaya  te lah  

dibe r i  kesempatan  untuk  mel iha t  berkas  (  inzage)  

masing- masing  pada  tangga l  20  Oktober  2008;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang,  bahwa  dengan  memperhat i kan  

krono log i s  ten tang  ke jad ian  sengketa  te rsebu t  d ia tas ,  

maka permohonan  band ing  dar i  Penggugat  /  Terband ing  dan  

Tergugat  /  Pembanding  karena  masing- masing  d ia j ukan  

masih    da lam   tenggang   waktu   band ing    ser ta  

di l akukan   dengan 

Mengiku t i…
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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mengiku t i  prosedur  penga juan   band ing  sebaga imana  d ia tu r  

da lam pasa l  123 

Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986 jo  Undang- Undang Nomor  9 

Tahun  2004  ,  maka  secara  fo rma l  Pengad i l an  t i ngka t  

band ing  harus  menyatakan  bahwa  permohonan  band ing  

te rsebu t  dapat  d i t e r ima  ‘ ;  - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  Per t imbangan  Hukum 

putusan  Pengadi l an  t i ngka t  per tama te rsebu t  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  sete lah  

mengadakan  musyawarah,  ba ik  Hakim- hak im  Anggota  maupun 

Hakim  Ketua  Maje l i s  te lah  member ikan  pendapat  /  

per t imbangan  dalam  musyawarah  te rsebu t  dengan  sungguh-

sungguh  te lah  te rcapa i  mufakat  secara  bula t  ten tang  

putusan  sengketa  Tata  Usaha Negara  te rsebu t  da lam t i ngka t  

band ing  sebaga imana  diu ra i kan  di  bawah in i  ;  - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI  :

Menimbang,  bahwa  Tergugat  /  Pembanding  te l ah  

mengajukan  ekseps i  ten tang  penga juan  gugatan  Penggugat  /  

Terband ing  yang  menuru t  Tergugat  /  Pembanding  gugatan  

dia jukan  te lah  lewat  tenggang  waktu  90 har i  sesua i  dengan  

Pasal  55  Undang  -  Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Hakim  t i ngka t  per tama  dalam 

Putusannya  Nomor  56   /  G /  2008  /  PTUN SBY.  Tangga l  22  

September  2008  te l ah  memper t imbangkan  menolak  ekseps i  

Tergugat  /  Pembanding ,  dan  Maje l i s  Hakim   t i ngka t  

band ing   sependapat   dengan  per t imbangan  ten tang  ekseps i  

o leh  Hakim t i ngka t  per tama te rsebu t  dan untuk  menghindar i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
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pengu langan  is i  per t imbangan  yang  sama  maka  is i  

per t imbangan  Hakim t i ngka t  per tama  te rsebu t  d iambi l  a l i h  

menjad i  per t imbangan  send i r i  d i  t i ngka t  band ing  ;  

- - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA 

Menimbang,  bahwa   t i ngka t   per tama   te l ah  

memper t imbangkan  

ten tang…

35

ten tang  Pokok   Perkara  dan  memutuskan  yang  amarnya  :  

Mengabulkan  gugatan  Penggugat  /  Terband ing  se lu ruhnya  ;  

Menyatakan  bata l  Sura t  Keputusan  Tergugat  Kepala  Desa 

Blukon  Kecamatan  Lumajang  Kabupaten  Lumajang  Nomor  

188.45 /02 /427 .906 .11 /2008  tangga l  04  Maret  2008  ten tang  

Pemberhent i an  Perangka t  Kepala  Urusan  Kese jah te raan  

Rakyat  Desa Blukon  untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  Kepala  

Desa  Blukon  Kecamatan  Lumajang  ;  Mewaj ibkan  kepada  

Tergugat  /  Pembanding   Kepala  Desa Blukon  untuk  mencabut  

Sura t  Keputusan  Kepala  Desa  Blukon  Kecamatan  Lumajang  

Kabupaten  Lumajang  Nomor  188.45 /02 /427 .906 .11 /2008  

tangga l  Pemberhent i an  Perangka t  Kepala  Urusan  

Kesejah te raan  Rakyat  Desa  Blukon  Kecamatan  Lumajang  ;  

Mewaj ibkan  kepada  Terguga t  /  Pembanding  untuk  

merehab i l i t a s i  hak  Penggugat  da lam kemampuan,  kedudukan,  

harka t  dan  martaba tnya  sebaga i  Kepala  Urusan  

Kesejah te raan  Rakyat  Desa  Blukon  Kecamatan  Lumajang  ;  

Menghukum Tergugat  /  Pembanding  untuk  membayar  biaya  yang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54
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t imbu l  da lam  perkara  in i  sebesar  Rp.  154.000 , -  

(  Sera tus  l ima  puluh  empat  r i bu  rup iah )   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Maje l i s  Hakim  t i ngka t  band ing  

sependapat  dengan  per t imbangan  dan  amar  putusan  dar i  

Hakim  t i ngka t  per tama  da lam  pokok  perkara  te rsebu t  

utamanya  atas  per t imbangan  sebaga i  ber i ku t  ; - - - - - - - - - -

- Bahwa  yang  menjad i  obyek  sengke ta  ada lah  Sura t  

Keputusan           Kepala   Desa   Blukon    Kecamatan  

Lumajang     Kabupaten     Lumajang  

Nomor  188.45 /02 /427 .906 .11 /2008  tangga l  04  Maret  2008  

ten tang  Pemberhent i an  Perangka t  Kepala  Urusan  

Kesejah te raan  Rakyat  Desa  Blukon  Kecamatan  Lumajang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- Bahwa  Terguga t  /  Pembanding  dalam  menerb i t kan  Sura t  

Keputusan  obyek  sengketa  a  quo   te l ah   melanggar  

pera tu ran  perundang- undangan  

Yang ber l aku…. .

36

yang  ber l aku  khususnya  Pasa l  10  ayat  (1 )  huru f  f .  

Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  Lumajang  Nomor  21  Tahun  

2006  dan  Azas- azas  Umum Pemer in tahan  Yang  Baik  

khususnya  Azas  Audi  et  a l t e r am  Par tem,  oleh  karenanya  

cukup  bera lasan  hukum  untuk  mengabulkan  Gugatan  

Penggugat  /  Terband ing  untuk  se lu ruhnya ,  dengan  

member ikan  rehab i l i t a s i  dan  mengembal i kan  haknya  

seper t i  semula  kepada  Penggugat  /  Terband ing  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa   memor i  band ing  dar i  

Tergugat  /  Pembanding  te rsebu t  yang  pada  pokoknya  sama 

seka l i  t i dak  melemahkan  per t imbangan  hukum Hakim t i ngka t  

per tama  yang  sudah  d ibe r i kan  penegasan  per t imbangan  

te rsebu t  d i  atas ,  dengan  demik ian  maka  Maje l i s  Hakim 

t i ngka t  band ing  harus  menguatkan  putusan  Hakim  t i ngka t  

per tama  Nomor  56  /  G /2008  /PTUN  SBY   tangga l  22  

September  2008  yang  dimohonkan  banding  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Menimbang  ,   bahwa  oleh  karena  pada  dasarnya  

te rnya ta  Tergugat  /  Pembanding   berada   pada  pihak  yang  

ka lah ,  maka  sesua i  dengan  keten tuan  Pasa l  110  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  yang  te l ah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  9 

Tahun 2004,  kepada  Terguga t  /  Pembanding  ,  te rsebu t  harus  

dibeban i  kewaj i ban  untuk  membayar  b iaya  perkara  di  kedua  

t i ngka t  Pengad i l an ,  yang  besarnya  b iaya  da lam  t i ngka t  

band ing  sebaga imana  

di ten tukan  dalam  amar  putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Memperhat i kan ,  Pasa l  -  pasa l  da lam  Undang  -  

undang           Nomor   5   Tahun  1986  jo  Undang- Undang  

Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  atas    Undang  -  

Undang  Nomor 5 Tahun 1986 ten tang  Perad i l an

 

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Tata…
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Tata  Usaha  Negara  beser ta  pera tu ran  perundang- undangan  

la i nnya  yang  ber ta l i a n  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

   

M E N G A D I  L I   :

- Mener ima  permohonan  band ing  dar i  Tergugat  /  

Pembanding  ; - - - - - - -

- Menguatkan  putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Surabaya  Nomor  :  56  /  G /2008  /  PTUN SBY tangga l  

22 September   2008   yang  dimohon  band ing  te rsebu t  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menghukum  Tergugat  /  Pembanding  membayar  biaya  

perkara  pada  t i ngka t  band ing  sebesar  Rp 105.000 , -  

(  Sera tus  Lima            r i bu  rup iah  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian  putusan  in i  d iambi l   da lam  rapa t  

permusyawara tan  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tingg i  Tata  

Usaha  Negara  Surabaya  pada  har i  Senin   tangga l   6 Apri l  

2009   o leh   kami   SUDARTO RADYOSUWARNO,SH  Ketua  

Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  sebaga i  

Ketua  Maje l i s ,       Hj .  ASINONG KANTORO, SH dan  SYAMSUL 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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HADI,  SH .  masing  -  masing  Hakim  Tingg i  pada  Pengad i l an  

Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Surabaya   se laku    Hakim 

Anggota ,   putusan   te rsebu t   d iucapkan   da lam 

pers idangan  yang     te rbuka     untuk    umum    pada 

har i     dan  tanggal    i tu    juga    o leh  Ketua  Maje l i s  

d idamping i  o leh   para    Hakim  Anggota  te rsebu t   d iban tu  

oleh   MEILINA  BURUHWATI  ,  SH.    Pani te ra     Penggant i  

pada Pengad i l an . . . . . . . . .

38

pada  Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Surabaya ,  tanpa  

dihad i r i  o leh  para  pihak  yang  berperka ra  atau  

kuasanya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

         HAKIM ANGGOTA    KETUA MAJELIS

     Hj .ASINONG KANTORO,SH SUDARTO RADYOSUWARNO, SH

  SYAMSUL HADI,  SH

                                  PANITERA PENGGANTI

  

MEILINA BURUHWATI,SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Perinc ian  Biaya  Perkara  :

1.Pember i t ahuan  ……………………… Rp.  14.500 , -

2.Redaks i  ………………………………..Rp.   5.000 , -

3.Mete ra i . .………………………………..Rp.   6.000 , -

3.Pemberkasan  ……………………….. Rp.  80.000 , -

                                        J u m l  a h    Rp  

105.000 , -

                                  (  Sera tus  Lima Ribu  

Rupiah   )

  

P E N E T A P A N

NOMOR :  17 /  PEN /  2008 /  PT.  TUN .SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

KETUA MAJELIS HAKIM

PENGADILAN TINGGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Membaca : 1.  Putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha 
Negara  Surabaya   Nomor   :  56  /  G/  
2008  /  PTUN.  SBY         Tangga l  
22  September  
2008  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Penetapan  Ketua  Pengadi l an  Tingg i  
Tata  Usaha Negara  Surabaya  Nomor  :  17 
/  PEN /  2008  /  PT.TUN.SBY Tangga l  17  
Pebruar i  2009  ten tang  Penunjukan  
Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tingg i  Tata  
Usaha  Negara  Surabaya  yang  memer iksa  
dan  memutus  sengketa  
in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -

Menimbang : 1. Bahwa  sete lah  melakukan  musyawarah  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59
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Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tingg i  Tata  
Usaha  Negara  Surabaya   pada   har i  
Senin  ,   tangga l                     6 
Apri l  2009  d ipandang  per lu  dibuka  
pers i dangan  dalam  acara  pengucapan  
putusan  o leh  Maje l i s  Hakim  dalam 
perkara  Nomor:  17  /  B  /  2009  /  
PT.TUN.SBY;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

2. Bahwa  untuk  keper l uan  in i  per lu  
di te t apkan  har i  dan  tangga l  
pengucapan  putusan  te rsebu t  d ia tas  ;

Menginga t : Undang  –  Undang  Nomor  5  Tahun  1986  
pasa l  108  ayat  (1 )  dan  keten tuan  – 
keten tuan  la i n  yang  
berka i t an  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E N E T A P K A N

Pers idangan    untuk    Pengucapan    Putusan   da lam 
Perkara   band ing  Nomor  :   17  /  PEN /2009  /  PTTUN.SBY.  
Yang  akan  di l aksanakan  pada  :  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

H  a r  I  :  Senin
Tangga l :  6 Apr i l  2009
Pukul :  10.00  WIB
Tempat :  Ruang  Sidang  Utama Pengadi l an  Tingg i  

Tata  Usaha Negara  Surabaya  .

D i  t  e t  a p k  a n :  d i  S 
u r  a b a y  a

Pada tangga l       :  6 
Apr i l   2009 

      Hakim 
Ketua  ,  

           SUDARTO 
RADYOSUWARNO,SH

BERITA  ACARA  PERSIDANGAN

NOMOR  :   114/  B /  2008/  PT.TUN.SBY.

Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  yang  

memer iksa  dan  memutus  sengketa  Tata  Usaha  Negara  da lam 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60
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t i ngka t  band ing  dengan  acara  pokok  pengucapan  putusan  

dengan  mengambi l  tempat  di  Ruang Sidang  Utama Pengad i l an  

Tata  Usaha Negara  Surabaya  di  Ja lan  Ket in t ang  Madya VI /2  

Surabaya ,  pada  har i  Senin  tangga l  6  Apr i l  2009  puku l  

10.00  da lam  perkara  anta ra  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KEPALA  DESA  BLUKON,  KECAMATAN  LUMAJANG,  KABUPATEN 

LUMAJANG,  Tempat  kedudukan  di  Desa Blukon ,  Kecamatan  

Lumajang  ,  Kabupaten  Lumajang;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam   ha l   in i  member i  kuasa  kepada  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1. HENDRO AGUNG P,  SH Kepala  Bagian  Hukum Setda  

Kabupaten  Lumajang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

2. MUJIBUR ROHMAN,  SH Kepala  Sub  Bagian  Hukum 

Setda  Kabupaten  Lumajang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

3. AGUS DWIKORANTO,  SH Sta f  Bagian  Hukum Setda  

Kabupaten  

Lumajang  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Kesemuanya  berkedudukan  di  Ja lan  Alun- a lun  

Utara  Nomor  7 Lumajang ,  yang  berdasarkan  Sura t  

Kuasa  Khusus                         Nomor  :  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

180/112 /427 .906 .11 /2008  tangga l  22  Februar i  

2008; - -

Selan ju t nya  d isebu t  

sebaga i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERGUGAT /  

PEMBANDING ; - - - - - - - - - - - - - - - -

MELAWAN :

A R I  N A N I ,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  Peker j aan  

Mantan  Kepala  Kesejah te raan  Rakyat  Desa  Blukon ,  

Kecamatan  Lumajang,  Kabupaten    Lumajang ,  Tempat  

t i ngga l   Dusun Sadeng,   Desa Blukon ,   Kecamatan

Lumajang . . . . . . .

2

Lumajang  Kabupaten  

Lumajang ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Dalam hal  in i  d iwak i l i  o leh  kuasa  hukumnya :  BAMBANG 

SUKARDJO,  SH  dan  M.  HERU LAKSONO,  SH  Advokat  

berkan to r  d i  Ja lan  Mor is  I I I / 5  Sukodono  Lumajang ,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  tangga l  2Jun i  2008  .  

Selan ju tnya  disebu t  sebaga i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PENGGUGAT   /  TERBANDING 

- - - - - - - - - - - - -

SUSUNAN PERSIDANGAN   :  

1. SUDARTO RADYOSUWARNO, SH   sebaga i  Ketua  

Maje l i s  ;  - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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2. Hj .ASINONG KANTORO, SH ……… sebaga i  Hakim 

Anggota  ;  - - - - - - - - - -

3. SYAMSUL HADI,  SH………………. sebaga i  Hakim Anggota  ;  

- - - - - - - - - -

4. MEILINA BURUHWATI,  SH ………... sebaga i  Pani te ra  

Penggant i ;  - - - - - -

Sete lah  s idang   d ibuka   o leh   Ketua   Maje l i s  dan  

dinya takan  te rbuka  untuk  

umum ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kemudian  Ketua  Maje l i s  menyatakan  bahwa oleh  karena  

pemer iksaan  perkara  in i   adalah  pada  t i ngka t  band ing  di  

Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  dan  t i dak  

dihad i r i  o leh  para  pihak  dalam  pers idangan  in i ,  maka 

putusan  akan  d ibacakan ,  tanpa  dihad i r i  kedua  belah  

pihak  ; - - - - - - - - - - - - -

Sete lah  i t u  Maje l i s  Hakim  bermusyawarah  dan  se lan ju t n ya  

Ketua  Maje l i s  membacakan  putusan  yang  amarnya  berbuny i  

sebaga i  ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E N G A D I  L I   :

- Mener ima  permohonan  band ing  Tergugat   /  

Pembanding  ; - - - - - - - - - - - -

- Menguatkan  putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Surabaya  Nomor  56  /  G /  2008  /  PTUN SBY tangga l  

22  September   2008   yang  dimohon  band ing  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum. . .

3

- Menghukum  Tergugat  /  Pembanding  membayar  biaya  

perkara  pada  t i ngka t  band ing  sebesar  Rp 105.000 , -  

(  Sera tus  Lima  Ribu  

Rupiah  ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Demik ian  Ber i t a  Acara   Pers idangan  in i  d ibua t  

dengan  di tanda  tangan i  o leh  Ketua  Maje l i s  dan  Pani te ra  

Penggant i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   Pani te ra  Penggant i  ,                KETUA 

MAJELIS,

MEILINA BURUHWATI,  SH SUDARTRADYOSUWARNO,SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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